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PRODI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORANFAKULTAS

EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTANOMOR :
1956/UN39.5.FE/HK.07/2022

dengan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMIMANAJEMEN BISNIS INDONESIA
NOMOR : 005/ K/MOU/LP2M/STIE MBI/IX/2022

.. PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, berkedudukan di
Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri
Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakili oleh Roni
Faslah, S.Pd, M.M., dalam kedudukannya selaku Koordinator Program Studi Sl
Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi
Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut Pihak
Pertama.

2 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
SEKOLAH TINGGI TLMU EKONOMI MANAJEMEN INDONESIA, berkedudukan
di JI. Komjen Pol. M. Jasin (Akses UI) No. 89, Kelapa Dua Cimanggis, Depok 16951,
dalam hal ini diwakili oleh Dr. Gairah Sinulingga, SE, MM bertindak dalam jabatannya
selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Mayarakat (LP2M) Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia dari dan oleh karenanya secara sah bertindak
untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Mayarakat (LP2M) Sekolah
Tinggi llmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia sclanjutnya disebut Pihak Kedua,

dan



Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para

Pihak”

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu

menerangkansebagai berikut:

a.  Bahwa Pihak Pertama adalah Program Studi pada Fakultas di Perguruan Tinggi
Negeri berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor
297/SP/2005 tentang Penghapusan Jurusan Ekonomi dari Fakultas [Imu Sosial dan
Pembentukan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

b.  Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Mayarakat (LP2M)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia berkedudukan di Jl.
Komjen Pol. M. Jasin (Akses UI)No. 89, Kelapa Dua Cimanggis, Depok 16951.

c.  Bahwa Para Pihak setuju untuk melakukan suatu kerjasama guna terciptanya
hubungan berkesinambungan dengan menggunakan prinsip saling menguntungkan

dan saling menghormati bidang usaha/kegiatan masing-masing Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja
Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

(selanjutnya disebut sebagai "PKS”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

l.  Maksud PKS ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing Pihak guna
memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan
pengembangan sumber daya manusia.

2 Tujuan PKS ini adalah meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya
di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk kuliah
tamu, seminar, knowledge sharing, dan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya

manusia.



Pasal 6
Lain - lain

L. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat
secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para
Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Salah satu Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada

Pihak ketiga manapun sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini kecuali atas

2

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihaklainnya.

Pasal 7
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh
Para Pihak, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 28 September 2022

PIHAK PERTAMA

<

Roni Faslah, S.Pd, M.M. Dr. Gairah Sinulingga, SE, MM
Koordinator Program Studi LP2M Sekolah Tinggi [lmu Ekonomi
Pendidikan Administrasi Perkantoran Manajemen Bisnis Indonesia
Fakultas Ekonomi UNJ

Mengetahui,

" Dekan Fakultas Ekonomi UNJ



Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kerja sama yang disepakati dalam PKS ini adalah: Peningkatan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang

diselenggarakan oleh Pihak Pertama di lokasi/kedudukan Pihak Kedua.

Pasal 3
Jangka Waktu Perjanjian

1. Jangka Waktu berlakunya PKS ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28

September 2022 (penandatanganan PKS ini) dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

dan atas kesepakatan Para Pihak.
2. PKS ini berakhir dengan sendirinya dalam hal:

a

Berakhirnya atau lewatnya Jangka Waktu, sebagaimana yang ditentukan pada pasal
3 di atas;dan/atau

Tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak mengenai ketentuan dan syarat-
syarat perjanjian kerja sama yang akan dibuat.

PKS ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak
yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Setiap Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila pihak lainnya
melakukan pelanggaran atan melalaikan kewajibannya dimana pelanggaran atau
kelalaiantersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
diterimanyapemberitahuan kelalaian tersebut.

Jika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya, atau menikmati
keuntungannya disebabkan oleh (atau jika gagal melakukan pekerjaannya
disebabkan oleh) bencana alam, tindakan atau keputusan pemerintah, pemogokan,
kerusuhan,kebakaran, ledakan, sabotase, bencana nasional, ancaman kelautan atau
embargo, atau kegagalan jaringan komunikasi yang bukan merupakan kesalahan
pihak yangterpengaruhi (selanjutnya disebut “Peristiwa Keadaan Memaksa/Force
Majeure™),pihak yang terpengaruh harus segera memberikan pemberitahuan kepada
pihak yang tidak terpengaruh dan harus melakukan segala tindakan yang



memungkinkan untuk dapat melaksanakan kewajibannya kembali. Setelah

menerima pemberitahuantersebut, seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini tertunda.

Apabila masa tunda melebihi 30 (tiga puluh) hari scjak diterimanya pemberitahuan adanya
Keadaan Memaksa/Force Majeure, pihak yang tidak terpengaruh dimaksud dapat, dengan

memberikan pemberitahuan tertulis, mengakhiri Perjanjian ini.

_tJ

Pasal 4
Informasi Rahasia

Para Pihak wajib saling menjaga kerahasiaan informasi yang saling diberikan oleh Para
Pihak termasuk dan tidak terbatas pada informasi rahasia non-publik dengan hak milik
tertentu termasuk dan tidak terkecuali Hak atas kekayaan Intelektual ParaPihak yang
menyangkut unit usaha, operasi & asset-aset milik Para Pihak.

Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan setiap dan seluruh Informasi Rahasiatersebut
sebagaimana dimaksud dalam ayat | (satu) di atas dan tidak akan mengungkapkan
Informasi Rahasia dengan cara apapun;

Para Pihak wajib memberitahukan secepatnya apabila ditemukan penggunaan tanpa
otorisasi, atau setiap pelanggaran apapun atas Perjanjian ini dan akan bekerja sama dengan
saling membantu mendapatkan kembali Informasi Rahasia dan menghindari adanya

penggunaan tanpa otorisasi lebihlanjut.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, makaPara
Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah dengan
sebaik-baiknya untuk mencapaimufakat.

Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, makaPara
Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih kedudukan

hukum yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan.



